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 Abstrak 

Kekerasan berbasis gender yang terjadi di lingkungan kampus tentunya menjadi sorotan 

media online seperti Detik.com. Media online memegang peran sebagai komunikator 

mengenai masalah kekerasan berbasis gender di lingkungan kampus. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis konstruksi Detik.com dalam pemberitaan tentang 

penanganan terhadap kekerasan berbasis gender di lingkungan kampus oleh pemerintah. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan model analisis framing oleh Robert 

N. Entman yaitu define problem, diagnose causes, make moral judgement, dan treatment 

recommendation. Subjek penelitian diambil dari teks berita media online Detik.com 

antara tahun 2023 hingga 2025. Dengan menggunakan teknik sampling purposive 

sampling yang memungkinkan peneliti dalam memilih sampel yang paling representatif 

dalam konteks penelitian, yaitu pemberitaan pada media online Detik.com mengenai 

penanganan pemerintah terhadap kekerasan berbasis gender di lingkungan kampus. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Detik.com membingkai kasus-kasus kekerasan berbasis 

gender yang terjadi di lingkungan kampus dengan menekankan sanksi dan payung hukum 

yang berlaku di Indonesia sehingga  menjadikan kasus tersebut sebagai kasus serius. 

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa melalui pemberitaan mengenai kekerasan 

berbasis gender di kampus, Detik.com berada pada sisi korban dengan melindungi 

identitas untuk menjaga privasi korban. 

Kata Kunci: analisis framing, kekerasan berbasis gender, media online 

Abstract 

Gender based violence that occurs in the campus environtment is certainly in the spotlight 

of online media such as Detik.com. Online media plays a role as a communicator 

regarding the problem of gender-based violence in the campus environment. This study 

aims to analyze the construction of Detik.com in reporting on the handling of gender-

based violence in the campus environment by the government. This study uses a 

qualitative method with a framing analysis by Robert N. Entman, namely define 

problems, diagnose causes, make moral judgement, and treatment recommendation. The 

research subjects were taken from the news texts of the online media Detik.com between 

2023 and 2025. By using a purposive sampling technique that allows researchers to 

choose the most representative sample in the context of the study, namely news on the 

online media Detik.com regarding the government’s handling of gender-based violence 

in the campus environment. The results of the study show that Detik.com frames cases of 

gender-based violence that occur in the campus environment by emphasizing the sections 

and legal umbrellas that apply in Indonesia, making the case a serious case. This study 

also shows that through reporting on gender-based violence on campus, Detik.com is on 

the side of the victim by protecting the identity to maintain the privacy of the victim. 

Keywords: framing analysis, gender-based violence, online media 
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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kekerasan berbasis gender masih menjadi permasalahan yang serius dan ramai 

diperbincangkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kekerasan berbasis gender dikatakan 

sebagai isu kesehatan, hak asasi manusia,  dan perlindungan global yang dapat meningkat. 

Kekerasan berbasis gender merupakan fenomena yang terjadi karena beberapa dukungan 

tatanan sosial seperti moral, budaya, ekonomi, ideologi dan hukum (Purwanti, 2020). 

Kekerasan berbasis gender dapat terjadi pada siapa dan di mana saja, namun kekerasan berbasis 

gender tidak memandang status sosial dan tempat. Meskipun fenomena ini telah dikecam oleh 

berbagai pihak, kekerasan berbasis gender sering terjadi di tempat yang berisiko bahkan di 

lembaga pendidikan yang seharusnya memiliki norma dan etika yang tinggi (Nikmatullah, 

2020). Perguruan tinggi seharusnya menjadi tempat yang berdedikasi tinggi bagi mahasiswa 

dalam mencari ilmu ternyata masih belum terbebas dari isu-isu krusial seperti kekerasan 

berbasis gender.  

 Menurut laporan Komnas Perempuan pada tahun 2015 hingga 2021 terdapat 67 aduan 

kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dan 35% diantaranya berasal dari perguruan 

tinggi.  Dari survei yang dilakukan oleh Kemendikbudristek tahun 2020, kekerasan seksual 

pernah terjadi di kampus dan sebagian besar korban memilih untuk tidak melapor. Adanya 

kenaikan tingkat kekerasan seksual di lingkungan kampus ditujukan dengan terdapat 82 kasus 

yang dilaporkan ke Komnas Perempuan pada  tahun 2021 – 2024. Sedangkan menurut data 

dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada April 2024 tercatat 

sebanyak 2.681 kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Masih 

memungkinkan adanya kekerasan berbasis gender terjadi di lingkungan kampus yang tidak 

sampai ke permukaan dan tidak diketahui publik. Kasus-kasus tersebut biasanya ditutupi demi 

nama baik kampus, dan diselesaikan secara internal karena adanya kekuasaan dan kedudukan 

pelaku yang lebih tinggi dari korban.  

Faktor utama yang menjadi penyebab kekerasan berbasis gender di lingkungan kampus 

yaitu adanya kesenjangan dalam hubungan kekuasaan antara pelaku dan korban seperti dosen 

dan mahasiswa (Saputra et al., 2024). Sedangkan menurut pandangan Foucault dalam (Gordon, 

2018), fenomena kekerasan seksual dapat terjadi karena adanya komponen penting yaitu 

kekuasaan, struktur sosial, dan target kekuasaan. Relasi kuasa yang dikemukakan oleh Michael 

Foucault dianggap sebagai modus dalam menjalankan kekerasan berbasis gender yang polanya 

semakin rumit (Foucault, 1997). Selain itu penyebab maraknya kekerasan seksual di perguruan 

tinggi adalah adanya victim blaming, pihak universitas beranggapan bahwa kasus ini sebagai 
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konflik personal antara pelaku dan korban sehingga korban yang melaporkan kejadian kepada 

publik justru disudutkan oleh masyarakat (Maulinda et al., 2024). 

Fenomena kekerasan berbasis gender tentunya tak lepas dari sorotan media khususnya 

media online karena media online memiliki keunggulan yaitu dapat dijangkau oleh siapapun 

tanpa adanya batasan negara atau wilayah (Mustika, 2017). Topik pemberitaan ini menyita 

perhatian publik karena bersifat sensitif dan kontroversial sehingga menimbulkan pro dan 

kontra dari khalayak luas. Tercatat sebanyak 34% pemberitaan di media yang membahas 

kekerasan seksual, media online nasional banyak memberitakan topik kekerasan berbasis 

gender di lingkungan kampus seperti Detik.com.  

Penelitian terdahulu yang membahas tentang analisis framing pemberitaan media 

online dilakukan oleh (Kurniawan Siregar et al., 2022) melalui metode penelitian kualitatif 

serta analisis framing Entman, menujukkan bahwa media online Tempo.co menonjolkan bias 

negatif buzzer yang menjadi asal perdebatan. Perbedaan dengan penelitian yaitu objek yang 

dituju sehingga menghasilkan hasil yang berbeda. Penelitian lain dengan model analisis 

framing yang sama  menunjukkan hasil bahwa media berita nasional Kompas, Republika, dan 

Suara Karya diyakini sadar untuk tidak menonjolkan tragedi Mei 1998. Dengan pendekatan 

kualitatif, menghasilkan bahwa ketiga surat kabar tersebut membingkai tragedi Mei 1998 

sebagai tragedi kemanusiaan bukan masalah politik (Salman et al., 2023).  Sedangkan 

penelitian lain yang menggunakan analisis framing model Zhongdang Pan dan Kosichki 

menunjukkan bahwa media Detik.com memposisikan diri secara objektif sebagai pihak yang 

netral dan berimbang terkait pemberitaan tragedi Kanjuruhan. Hasil penelitian menunjukkan 

Detik.com membentuk framing dengan memberitakan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh 

aparat kepolisian, upaya pemerintah dalam penanganan kasus, serta perjuangan keluarga 

korban untuk memperoleh keadilan (Kurnia et al., 2023). Perbedaan dengan penelitian ini 

terletak pada model analisis yang digunakan, penelitian yang dilakukan oleh Kurnia 

menggunakan analisis framing model Zhongdang Pan dan Kosichki sedangkan penelitian ini 

menggunakan model Robert N. Entman. Analisis framing oleh Entman dipilih karena model 

ini berfokus pada konstruksi realitas melalui pemilihan kata, penekanan isu, serta sudut 

pandang yang digunakan wartawan dalam pemberitaan di media (Zamroni et al., 2021). Hal ini 

sejalan dengan tujuan penelitian yaitu menganalisis konstruksi Detik.com dalam pemberitaan 

mengenai penanganan terhadap kekerasan berbasis gender di kampus oleh pemerintah.  

Penelitian tentang kekerasan berbasis gender di lingkungan kampus pernah dilakukan oleh 

Fitri. Dalam penelitian tersebut menganalisis bagaimana sudut pandang dan kesadaran kritis 

mahasiswa dalam memegang peranan penting dalam isu kekerasan seksual di lingkungan 
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kampus. Sudut pandang dan kesadaran kritis mahasiswa dipengaruhi oleh perspektif pihak 

kampus dalam memandang kekerasan seksual. Perguruan tinggi yang mementingkan nama 

baik dan reputasi kampus tentunya memperburuk penanganan dan pencegahan kekerasan 

berbasis gender. Universitas yang tidak memiliki regulasi, peraturan, dan niat untuk 

mengungkap insiden kekerasan seksual di lingkungan kampus melemahkan kampanye anti 

kekerasan seksual. Kekerasan berbasis gender di lingkungan kampus harus ditangani oleh 

individu yang memiliki perspektif kesetaraan gender dan kesadaran kritis untuk mengenali 

segala bentuk kekerasan seksual (Fitri et al., 2021).  

Penelitian lain berfokus pada fenomena victim blaming, victim blaming merupakan situasi 

ketika korban dijadikan sebagai penyebab suatu tindakan kekerasan seksual yang terjadi. Hal 

ini mengakibatkan korban tidak berani melaporkan kejadian karena khawatir disalahkan oleh 

beberapa pihak. Mahasiswa yang kurang dalam memahami konsep kekerasan seksual sehingga 

mengakibatkan rendahnya kemampuan mahasiswa untuk melakukan tindakan kritis dan 

keberanian yang bersifat politis dalam kasus kekerasan seksual. Fenomena victim blaming 

menimbulkan ketidakadilan bagi korban dan memicu kekhawatiran akan timbulnya korban 

baru karena pelaku kekerasan seksual tidak dihakimi sebagai mana mestinya (Wahyuni et al., 

2022). 

Sementara dalam penelitian ini berfokus pada penanganan kasus kekerasan berbasis gender 

di institusi pendidikan khususnya perguruan tinggi oleh pemerintah Indonesia. Selain itu 

penelitian ini juga melihat dari sisi media sebagai salah satu agen sosial dalam membingkai 

pemberitaan mengenai penanganan kekerasan berbasis gender di kampus oleh pemerintah. 

Pemilihan media online Detik.com dikarenakan Detik.com merupakan salah satu portal berita 

digital Indonesia yang menyajikan informasi terkini serta akurat dengan 180 juta kunjungan 

per hari. Detik.com konsisten dalam memberitakan perkembangan kasus kekerasan seksual di 

lingkungan kampus seperti peristiwa terbaru, tanggapan kampus dan pemerintah, serta data 

terbaru dari kasus. Pemberitaan yang disajikan Detik.com menunjukkan adanya perhatian 

serius terhadap isu kekerasan seksual di lingkungan kampus.  

Penelitian tentang pemberitaan kekerasan berbasis gender di lingkungan kampus memiliki 

urgensi yang tinggi mengingat masalah kekerasan berbasis gender merupakan isu yang masih 

marak di Indonesia bahkan di dunia. Terlebih fenomena tersebut terjadi di lingkungan 

pendidikan tinggi yang harusnya menjadi tempat dalam berproses dan belajar dengan aman 

dan nyaman serta memiliki standar etika yang tinggi. Melalui paparan latar belakang diatas, 

rumusan masalah penelitian ini yaitu “Bagaimana Detik.com mengkonstruksi  pemberitaan 

tentang penanganan kekerasan berbasis gender di kampus oleh pemerintah?”. 
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1.2 Teori Terkait 

1.2.1 Analisis Framing (Robert N. Entman) 

Analisis framing merupakan salah satu metode analisis media dengan penyajian realitas suatu 

hal yang memberikan penonjolan aspek tertentu (Nurhayati et al., 2024). Dalam  buku 

“Analisis Framing” oleh Eriyanto, framing diartikan sebagai proses pembuatan pesan agar 

lebih terlihat dan penyampaian informasi yang jelas sehingga khalayak fokus pada pesan 

(Eriyanto, 2002). Setiap media online pasti memiliki gaya penulisan berita yang berbeda-beda. 

Analisis framing sebagai pendekatan bertujuan untuk mengetahui perspektif jurnalis dalam 

menentukan isu dan menyusun berita. Framing mencakup keterlibatan dan pengecualian suatu 

informasi sehingga membentuk pemahaman bagi khalayak (Barezki & Aras, 2021). Konsep 

framing lalu dikembangkan oleh seorang yang pakar dalam menetapkan dasar-dasar analisis 

framing untuk studi isi media bernama Robert N. Entman.  

 Dalam karyanya yang berjudul “Framing: Toward Clarification of a Fractured 

Paradigm”, framing menyoroti informasi penting tentang suatu hal yang merupakan sebuah 

subjek komunikasi. Framing menurut Entman menampilkan bagaimana kejadian atau 

peristiwa dimaknai oleh jurnalis secara luas. Model ini berbicara tentang proses seleksi dan 

penekanan aspek dari sebuah isu atau realitas (Entman, 1993).  Robert N. Entman merumuskan 

konsep framing dengan 4 tahapan sebagai berikut: 

Tabel 1. Model Framing Robert N. Entman 

  

Tahap Isi 

Define Problem Bagaimana sudut pandang wartawan dalam 

memandang peristiwa. 

Diagnose Causes  Apa atau siapa  sebagai penyebab masalah. 

Make Moral Judgement Nilai moral yang disajikan untuk 

menyelesaikan masalah. 

Treatment Recommendation Solusi yang disajikan sebagai pemecahan 

masalah. 

 

Define problem atau pendefinisian masalah menjadi elemen pokok dalam konsep 

analisis framing model Robert N. Entman. Tahapan ini fokus pada dasar wartawan dalam 

melihat  isu, menganalisis serta menjelaskan berita yang dipilih. Yang kedua yaitu Diagnose 

Cause, melihat penyebab atau dari masalah yang terjadi seperti apa dan siapa. Make Moral 

Judgement bertujuan untuk mendukung suatu argumen dari penjelasan masalah yang dibuat. 
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Dan yang terakhir yaitu Treatment Recommendation, elemen yang digunakan sebagai 

penekanan solusi dan jalan yang dipilih wartawan dalam menyelesaikan masalah (Entman, 

1991).  

1.2.2 Tanggapan Pemerintah Mengenai Kekerasan Berbasis Gender Di Lingkungan Kampus  

Kasus kekerasan berbasis gender tentunya tak lepas dari pengawasan pemerintah. 

Permendikbudristek 30/2021 pasal 23 menjadi dasar pemerintah dalam upaya  mewujudkan 

perlindungan hukum terhadap kekerasan berbasis gender di kampus. Peraturan ini mengisi 

kekosongan hukum penanganan serta menjadi jalan keluar dalam penanggulangan kekerasan 

seksual di lingkungan kampus. Perguruan tinggi memerlukan dasar hukum menangani kasus 

kekerasan seksual secara internal demi kehormatan dan citra baik tetap terjaga sesuai dengan 

prosedur Permendikbudristek sebelum ke jalur hukum (Zhafarina et al., 2022).  Pemerintah 

Indonesia menekankan pentingnya partisipasi dari pihak perguruan tingi dalam menyusun 

kebijakan dan langkah nyata untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual (Burrohman, 

2024). Kesigapan pemerintah sangat diperlukan karena kekerasan seksual merupakan masalah 

yang serius (Anggraeni, 2023).  

Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual (UU TPKS) mengatur segala pencegahan tindak pidana kekerasan seksual seperti 

penanganan, perlindungan, serta pemulihan hak korban. Sementara itu di lingkungan perguruan 

tinggi diatur oleh Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Peraturan ini sebagai acuan 

untuk perguruan tinggi dalam penyusunan kebijakan, pencegahan, dan penanganan kasus 

kekerasan seksual serta pembentukan Satgas PPKS (Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan 

Kekerasan Seksual) yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa. Di berbagai 

kasus yang sudah terjadi, pemerintah ikut dalam pengawalan kasus, memastikan perlindungan 

hukum bagi korban serta pemenuhan hak korban. Ketua DPR RI Puan Maharani tentunya 

menyoroti kasus kekerasan berbasis gender di lingkungan kampus dengan memperingatkan 

bahwa kampus yang mengabaikan kasus sejenis ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak. 

Pemerintah mengambil peran penting dalam penanganan kekerasan seksual berupa 

pencegahan, penanganan korban, serta penindakan pelaku. Dalam lingkup pendidikan tinggi 

atau kampus, pemerintah bersama lembaga terkait ikut memaksimalkan peran dan tanggung 

jawab untuk menciptakan keamanan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Lembaga terkait 

seperti Komnas Perempuan, ikut andil dalam kasus kekerasan seksual di kampus dengan 

mengapresiasi kinerja kepolisian yang telah menerapkan UU TPKS. Hal ini menunjukkan 

bahwa payung hukum tentang kekerasan seksual di kampus cukup kuat dalam penanganan 

kasus. Namun dengan adanya kasus kekerasan seksual di kampus, menunjukkan rendahnya 
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kesadaran dan mekanisme penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus yang 

menunjukkan kritik terhadap penanganan kasus kekerasan seksual di kampus dinilai lamban. 

Hal ini menunjukkan adanya kontradiksi antara dua penyataan diatas yang menimbulkan 

keraguan akan penegakan hukum terkait kekerasan seksual di kampus. 

1.2.3 Kekerasan Berbasis Gender di Lingkungan Kampus di Berbagai Negara 

Indonesia menempati urutan ke-2 dari 10 besar negara dengan universitas terbanyak di dunia 

yaitu sejumlah 3.277 pada tahun 2023. Meskipun perlindungan dan pemberdayaan telah 

diterapkan di Negara Indonesia, angka kekerasan berbasis gender di lingkungan kampus masih 

terbilang tinggi. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak, terjadi sebanyak 2.681 kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan 

tinggi Indonesia. Di Indonesia, kasus semacam ini menjadi hal yang biasa terjadi di lingkungan 

pendidikan tinggi negeri maupun swasta. Tidak sedikit dari korban yang memilih tidak 

melaporkannya demi keselamatan diri sendiri. Meskipun pemberitaan mengenai kekerasan 

berbasis gender di kampus sangat marak dan menuai kecaman semua pihak, tidak mengurangi 

niat calon pelaku untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual. KBG memberi akibat 

yang serius tidak hanya pada individu, namun keluarga, dan lingkungan sekitar. Hal ini 

memerlukan peran civitas akademika untuk melakukan antisipasi dalam pencegahan terjadinya 

kekerasan seksual di lingkungan kampus guna menciptakan suasana pembelajaran yang 

nyaman dan aman.  

Di berbagai negara, kekerasan berbasis gender masih marak terjadi dan membutuhkan 

perhatian lebih. Dalam ranah internasional, KBG termasuk tindakan diskriminasi dan 

pelanggaran atas Hak Asasi Manusia. Seperti di Negara Amerika Serikat juga sering terjadi 

kasus kekerasan berbasis gender di lingkungan kampus salah satunya di Michigan. Dilansir 

dari CNN News, kasus pelecehan seksual dilakukan oleh seorang dokter Tim Nasional Senam 

di Michigan State University yang melecehkan 25 atlet putri. Aturan dari Departemen 

Pendidikan Amerika Serikat menyatakan bahwa lembaga pendidikan wajib membayar 

pelanggaran yang terjadi di lingkungan kampus sebanyak 59.017 dollar AS atau sekitar Rp 

847,61 juta per pelanggaran. Dalam kasus ini, Michigan State University mengganti rugi 

sebanyak 500 juta dollar AS atau sekitar 7,18 triliun rupiah kepada 200 korban sebagai bentuk 

kompensasi. Kasus kekerasan berbasis gender seperti pelecehan seksual harus mendapat 

perhatian lebih karena dapat menimbulkan kerugian secara materiil dan non materiil. Kerugian 

tidak hanya dirasakan oleh korban namun juga tempat yang menjadi latar belakang terjadinya 

tindak pidana kekerasan seksual seperti institusi pendidikan.  
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2. METODE 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai langkah penelitian yang bertujuan guna 

memberikan gambaran sebuah kejadian melalui pengumpulan data yang  sedalam-dalamnya 

berupa data deskriptif atau tertulis (Moelong, 2017). Metode penelitian kualitatif mendukung 

penelitian dalam memperkaya wawasan mengenai konstruksi makna (Atkinson, 2017). 

Pendekatan kualitatif dipilih untuk mendalami dan memaknai realitas. Penelitian ini bersifat 

deskriptif dan diharapkan dapat memberi gambaran dan pemahaman yang menyeluruh 

terhadap topik penelitian.  

Subjek penelitian ini diambil dari pemberitaan yang diterbitkan Detik.com tentang 

penanganan pemerintah terhadap kasus kekerasan berbasis gender di lingkungan kampus. 

Dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi yaitu teks berita yang diterbitkan media 

online Detik.com antara bulan Februari 2023 hingga bulan Januari 2025 tentang penanganan 

pemerintah mengenai kekerasan berbasis gender di lingkungan kampus. Sumber data dipilih 

pada periode tersebut karena adanya peningkatan kasus kekerasan seksual di lingkungan 

kampus sehingga menyita perhatian media. Terlebih pada tahun 2024, banyak kasus kekerasan 

seksual di lingkungan kampus yang muncul ke publik dan ditanggapi serius oleh pemerintah.  

Dengan penggunaan teknik sampling purposive sampling yang memungkinkan peneliti 

untuk memilih sampel yang paling representatif dalam konteks penelitian, yaitu pemberitaan 

pada media online Detik.com mengenai penanganan pemerintah terhadap kekerasan berbasis 

gender di lingkungan kampus.  

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis framing Robert N. Entman. 

Analisis framing ini menggambarkan secara luas kejadian atau peristiwa yang dimaknai 

wartawan terkait respon pemerintah terhadap kekerasan berbasis gender di kampus. Melalui 

teknik analisis ini memungkinkan peneliti untuk melihat bagaimana pandangan dan perspektif 

yang digunakan media massa dalam menulis berita berdasarkan tahapan analisis framing 

menurut Entman yaitu define problem, diagnose causes, make moral judgement, dan treatment 

recommendation.  

Validitas data penelitian ini menggunakan triangulasi dengan menggali informasi tertentu 

melalui metode dan sumber perolehan data. Teknik triangulasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah triangulasi sumber data berupa kumpulan data dari Detik.com. Triangulasi 

sumber dianggap dapat meningkatkan pemahaman peneliti secara mendalam (deep 

understanding). Triangulasi sumber dilakukan dengan memeriksa data yang dikumpulkan 

melalui berbagai sumber (Augina, 2020). Dalam penelitian ini data yang diambil dari berita 

dibandingkan dengan sumber data lain yang relevan, misalnya jurnal dan buku. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan penelitian dan pengamatan yang dilakukan peneliti terhadap konstruksi media 

Detik.com, terdapat pemberitaan-pemberitaan mengenai penanganan kekerasan berbasis 

gender di lingkungan kampus oleh pemerintah. Setiap berita dianalisis sesuai dengan kerangka 

framing model Robert N. Entman. Pada penelitian ini, penulis memilih media online Detik.com 

karena Detik.com sangat aktif dalam mengembangkan dan mempublikasikan berita. 

Berdasarkan hasil analisis pada 23 berita yang diterbitkan oleh Detik.com, peneliti menemukan 

bahwa media Detik.com menyoroti pemerintah dalam penanganan kasus kekerasan seksual di 

kampus. Peneliti telah menentukan sampel penelitian yang sesuai dengan model framing oleh 

Robert N. Entman yaitu define problem, diagnose causes, make moral judgement, dan 

treatment recommendation. 

3.1 Hasil Penelitian 

3.1.1 Define Problem 

Define problem atau pendefinisan masalah merupakan salah satu unsur yang menjelaskan 

tentang inti permasalahan dalam sebuah pemberitaan. Define problem media online Detik.com 

memiliki kecenderungan dalam tiga tahapan terhadap penanganan pemerintah mengenai kasus 

kekerasan seksual di lingkungan kampus yaitu sebelum, saat, dan setelah kasus terjadi. Pada 

tahapan sebelum terjadinya kasus, ditemukan bahwa Kemendikbud melakukan upaya 

pencegahan kekerasan seksual di lingkungan akademik khususnya perguruan tinggi sebagai 

bentuk komitmen untuk perlindungan terhadap seluruh civitas akademika. Selain itu Komnas 

Perempuan juga melangkah dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual 

dengan menekankan bahwa perguruan tinggi harus bertanggung jawab untuk mewujudkan 

lingkungan bebas kekerasan seksual dan menjadi wadah yang aman dalam menuntut ilmu 

(Masyrofah & Irianti, 2023).  

Tahap kedua yaitu pada saat terjadinya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus, define  

problem menjelaskan bahwa pihak kepolisian ikut turun tangan dalam kasus dan dominan 

melakukan penanganan yang fokus pada pelaku. Kepolisan memiliki peran dalam kasus 

kekerasan seksual di kampus karena kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang bertugas 

serta bertanggung jawab atas ketertiban umum, keselamatan dan keamanan masyarakat (Adi, 

2023). Kepolisian melakukan pendalaman kasus, menyelidiki pelaku, hingga penangkapan 

pelaku. Pada salah satu sampel penelitian, ditemukan bahwa kepolisian melakukan 

pemeriksaan terhadap rektor yang melecehkan 11 pegawai yang terdiri dari dosen dan staf 

kampus. Pihak kepolisian mendalami kasus dengan memeriksa saksi dari dosen maupun staf 
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yang menjadi korban dengan tujuan mendapat keterangan atas tindak pidana yang terjadi pada 

korban.  

Tahap terakhir yaitu setelah terjadinya kasus, terdapat apresiasi dari Komnas Perempuan 

terhadap kinerja kepolisian saat menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. 

Komnas Perempuan menyebut bahwa pihak kepolisian menerapkan UU TPKS dalam 

menangani kasus pelecehan seksual oleh mahasiswa difabel. Selain itu Komnas Perempuan 

juga memberikan apresiasi atas pemecatan dosen yang melakukan pelecehan terhadap 

mahasiswi.  

Detik.com memfokuskan posisi pelaku dan korban yang terlibat dalam kasus kekerasan seksual 

di lingkungan kampus menjadi sorotan. Sesuai data penelitian, pelaku kekerasan seksual di 

kampus meliputi dosen, rektor dan mahasiswa. Posisi pelaku dapat dipengaruhi oleh dinamika 

kekuasaan dimana pelaku memiliki posisi lebih tinggi dalam hal kekuasaan atau status di 

lingkungan kampus. Sedangkan dari sisi korban, terdiri dari mahasiswa dan karyawan kampus. 

Posisi korban menunjukkan adanya kelemahan posisi sosial atau akademis sehingga terkesan 

lebih rendah dibanding pelaku. Seperti dalam sampel penelitian, menyebutkan bahwa salah 

satu Rektor melakukan tindakan pelecehan seksual pada dua karyawati kampus. Hal ini 

menjadi bukti bahwa posisi pelaku dan korban menjadi problem kekerasan seksual di 

lingkungan perguruan tinggi. Posisi korban yang menjadi sorotan terlihat pada penelitian lain 

yang menganalisis pemberitaan kekerasan seksual pada perempuan di media online Suara.com. 

Define problem memperlihatkan media online Suara.com mengumpulkan fakta tentang kasus 

bunuh diri korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang dialami korban berujung pada 

depresi hingga bunuh diri. Media online Suara.com tidak berfokus kepada kekerasan seksual 

yang terjadi melainkan menunjukkan kelemahan dan ketidakberdayaan dari seorang 

perempuan (Hikmalia, 2022).  

3.1.2 Diagnose Causes 

Pada unsur yang kedua yaitu diagnose causes berfokus pada penyebab permasalahan itu terjadi. 

Berdasarkan sampel penelitian, ditemukan beberapa hal yang menjadi penyebab kekerasan 

seksual di lingkungan kampus yaitu adanya ketidaksetaraan gender dan kebijakan tak pro 

perempuan. Ketidaksetaraan gender dan kebijakan tak pro perempuan menjadi penyebab 

kekerasan seksual di lingkungan kampus diungkapkan oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. 

Ketidaksetaraan gender diartikan sebagai bentuk pembedaan perlakuan berdasarkan alasan 

gender seseorang yang menimbulkan ketidakadilan (Fajri Arianti & Rachmawati Musslifah, 

2024). Mengingat korban kekerasan seksual di lingkungan kampus mayoritas adalah 

perempuan, membuktikan adanya kebijakan tak pro perempuan. Menurut Puan, kekerasan 
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berbasis gender di lingkungan kampus mencerminkan persoalan struktural dan menunjukkan 

kelemahan perempuan di ruang publik.  

Namun ternyata korban kekerasan berbasis gender di kampus tidak dari kalangan perempuan 

saja, terbukti pada salah satu sampel penelitian menyebutkan bahwa terdapat korban berjenis 

kelamin laki-laki karena pelaku memiliki orientasi seks yang menyimpang. Orientasi seks yang 

menyimpang merupakan kecenderungan seksual yang dianggap tidak sesuai dengan norma 

sosial dan budaya. Hal ini juga merujuk pada perilaku seksual yang bersifat memaksa dan 

mengeksploitasi seperti kekerasan seksual, maka hal tersebut merupakan tindak kriminal 

sehingga merugikan pihak lain. Seperti pada satu kasus kekerasan seksual oleh dosen laki-laki 

yang memiliki orientasi seksual yang menyimpang. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan 

seksual dapat terjadi kepada siapapun dan tidak memandang latar belakang korban. Pada 

penelitian lain yang mengkaji sanksi pidana pelaku pemerkosaan dengan orientasi seksual 

sesama jenis menyebut bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia tidak 

memiliki aturan yang jelas apabila terjadi tindak pidana kejahatan seksual dengan orientasi 

seksual terhadap sesama jenis (Citra & Afifah, 2019). Akan tetapi, pelaku tetap mendapat 

sanksi dan diproses secara hukum demi keadilan korban.  

Pada sampel lain, ditemukan adanya kesenjangan dinamika kekuasaan antara pelaku dan 

korban yang menjadi salah satu penyebab maraknya kekerasan seksual di lingkungan kampus. 

Relasi kuasa dianggap sebagai modus untuk melakukan kekerasan seksual dengan 

kompleksitas tinggi (Sumintak & Idi, 2022). Pemanfaatan kekuasaan antara pelaku yang 

merasa memiliki kekuasaan superior dengan korban sebagai pihak inferior. Seperti pada kasus 

pelecehan seksual yang melibatkan petinggi kampus kepada dua orang karyawati kampus. 

Kasus ini menjadi salah satu contoh penyalahgunaan kekuasaan untuk melakukan tindakan 

asusila atas dasar memenuhi hasrat seksualitas. Sehingga dengan adanya ketimpangan relasi 

kuasa, masih banyak korban yang tidak berdaya dan ragu untuk melaporkan perilaku kekerasan 

seksual karena memikirkan nasib mereka kedepannya. Terlebih jika terdapat ancaman atau 

intimidasi dari pelaku, akan sulit bagi korban untuk melaporkannya. 

Dalam sampel lain terlihat maraknya kasus kekerasan seksual menunjukkan rendahnya 

kesadaran dan mekanisme penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. 

Pihak perguruan tinggi harus menanamkan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan 

seksual dengan membentuk Satgas PPKS. Satgas PPKS memiliki peran penting dalam menjaga 

lingkungan kampus dari kekerasan berbasis gender dengan meningkatkan kesadaran dan 

pemahaman akan kekerasan berbasis gender kepada mahasiswa  dan seluruh civitas akademika 

kampus. Pentingnya strategi komunikasi yang konsisten dalam mengedukasi warga kampus 
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tentang isu kekerasan seksual demi menciptakan lingkungan kampus yang kondusif. Hal ini 

menunjukkan kritik terhadap penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi dinilai 

lamban. Penelitian lain yang menyelami  kampanye pencegahan dan penanganan kekerasan 

seksual di perguruan tinggi menunjukkan bahwa kolaborasi dengan Perguruan Tinggi penting 

untuk mencapai keberhasilan dalam mengimplementaskan Satgas PPKS  (Darma et al., 2025). 

3.1.3 Make Moral Judgement 

Pada unsur ketiga yaitu make moral judgement artinya prinsip moral apa yang disajikan media 

dalam menjelaskan masalah. Berdasarkan sampel penelitian, make moral judgement pada 

media online Detik.com menunjukkan regulasi hukum kasus kekerasan seksual di kampus. 

Pada sampel berita lain, menunjukkan sanksi berat terhadap pelaku TPKS serta  penekanan 

kepada pihak perguruan tinggi untuk membentuk Satgas PPKS. Selain itu, pihak kepolisian 

juga berperan dalam kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Berdasarkan sampel 

penelitian, pihak kepolisian melakukan berbagai tindakan seperti penyelidikan dan pendalaman 

kasus berupa menggali informasi dan pengumpulan data dari korban hingga penangkapan 

pelaku dan penetapan tersangka TPKS. 

Dalam unsur make moral judgement Detik.com, terdapat dua sanksi yaitu sanksi moral dan 

sanksi hukum bagi pelaku tindak kekerasan seksual di lingkungan kampus. Sanksi moral 

sebagai bentuk hukuman atau dampak sosial yang diberikan kepada seseorang akibat perilaku 

yang melanggar norma dan etika dalam bermasyarakat. Sedangkan sanksi hukum merupakan 

hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar hukum atau peraturan yang 

berlaku seperti pidana, perdata dan administrasi (Fadillah, 2021). Seperti pada sampel 

penelitian mengenai kasus oknum dosen yang melakukan aksi pelecehan mahasiswi secara 

berulang, pelaku mendapatkan kedua sanksi yaitu moral dan hukum. Dalam sanksi moral, 

oknum dosen terkait diberi sanksi untuk mengikuti konseling untuk penanganan perilaku 

negatif serta pembatalan usulan sebagai kepala pusat kajian universitas tempatnya mengajar. 

Namun pelaku menolak untuk melanjutkan proses konseling yang harus ditempuh sehingga 

dosen tersebut harus menerima sanksi hukum berupa skorsing atau pemecatan sementara oleh 

pihak universitas dengan maksud melakukan pembinaan terhadap pelaku. Akan tetapi, oknum 

dosen tersebut terus menolak keputusan pihak universitas hingga akhirnya dipecat, pemecatan 

dilakukan guna menjadi langkah fundamental demi menjaga integritas lembaga Perguruan 

Tinggi dan keamanan seluruh civitas akademika kampus.  

Kasus kekerasan berbasis gender di lingkungan perguruan tinggi dapat melibatkan pejabat 

kampus seperti rektor. Kekerasan berbasis gender yang dilakukan oleh seorang rektor tentunya 

menjadi masalah krusial sehingga merusak integritas lembaga pendidikan yang bersangkutan. 



 

13 

Selain itu juga berpengaruh terhadap citra perguruan tinggi serta munculnya ketidakpercayaan 

masyarakat akan perguruan tinggi. Pada salah satu sampel, kekerasan seksual yang melibatkan 

petinggi universitas yaitu rektor melakukan pengunduran diri sebagai rektor. Pengunduran diri 

diduga sebagai langkah awal untuk menghindari tekanan karena tuntutan publik, mahasiswa, 

atau pihak lain, terlebih jika kasus sudah muncul di berbagai awak media. Pelaku mengajukan 

pengunduran diri usai dilaporkan atas kasus pelecehan seksual terhadap staff kampus. Pihak-

pihak yang menuntut berharap bahwa langkah tersebut dilakukan demi menjaga kredibilitas 

institusi. Pengunduran diri juga dapat dilihat sebagai satu cara untuk melindungi reputasi dan 

citra institusi pendidikan terkait. 

Kekerasan berbasis gender di lingkungan kampus terjadi karena keterbatasan pemahaman 

mengenai pentingnya persetujuan dalam hubungan seksual (Irfawandi et al., 2023). Maka dari 

itu perlu adanya kesadaran bahwa kekerasan seksual bukan hanya pemerkosaan, pemahaman 

lebih dalam mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual menjadi salah satu pencegahan 

kekerasan seksual di kampus. Kesadaran akan bentuk kekerasan seksual harus dipahami oleh 

seluruh civitas akademika kampus. Seperti pada bab sebelumnya, kekerasan berbasis gender 

diartikan sebagai segala bentuk perilaku seksual yang memaksa dan tanpa persetujuan pihak 

lain.  Pada salah satu sampel penelitian, kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh 

mahasiswa penyandang disabilitas tunadaksa. Pandangan kepolisian dalam kasus ini 

menyebutkan bahwa kekerasan berbasis gender tidak hanya pemerkosaan namun juga meliputi 

pelecehan seksual fisik dan adanya pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual melalui 

tipu daya dan manipulasi dari pelaku. Pelaku dengan segala tipu daya memanipulasi 17 korban 

agar melakukan hubungan seksual dengan pelaku untuk memuaskan nafsunya. Pelaku juga 

mejadikan kekurangan yang ia miliki sebagai senjata untuk mendapatkan belas kasih para 

korban. Hal ini menjadi fokus dalam pencegahan kekerasan berbasis gender di kampus dengan 

menanamkan kesadaran dan pemahaman mengenai kekerasan seksual kepada seluruh lapisan 

masyarakat kampus.  

3.1.4 Treatment Recommendation 

Unsur terakhir dalam analisis framing model Entman yaitu treatment recommendation artinya 

solusi apa yang ditawarkan sebagai penyelesaian masalah. Pada sampel penelitian ditemukan 

beberapa solusi terkait permasalahan TPKS di perguruan tinggi. DPR RI sebagai pihak yang 

ikut berperan penting dalam pemberantasan isu kekerasan seksual di kampus. Pihak DPR RI 

menegaskan zero tolerance kepada pelaku TPKS agar menimbulkan efek jera bagi pelaku. 

Artinya tidak ada toleransi bagi pelaku kejahatan seksual dan pelaku harus diberi sanksi yang 

setimpal. Selain itu DPR RI juga mendorong kementerian dan lembaga sebagai mitra kerja 
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untuk meningkatkan program atau perlindungan yang berpihak terhadap korban kekerasan 

seksual di kampus.  

Kemendikbud menekankan kepada pihak perguruan tinggi untuk menjalankan kebijakan 

pelayanan kemahasiswaan mengingat banyak korban TPKS berstatus mahasiswa. Mendikbud 

berusaha menengahi dan menindak tegas permasalahan kekerasan seksual di kampus dengan 

menerbitkan peraturan serta menjatuhkan sanksi kepada pelaku kekerasan seksual di kampus 

berupa sanksi administratif dan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Sedangkan Komnas Perempuan  berusaha mendorong pihak universitas untuk 

melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender di 

lingkungan kampus. Komnas Perempuan berupaya untuk mengupayakan hak-hak perempuan 

dan memastikan bahwa perempuan di lingkungan perguruan tinggi terlindungi dari segala 

bentuk kekerasan dan diskriminasi.  Komnas Perempuan sebagai lembaga negara yang 

berfokus pada segala isu-isu perempuan mengambil peran penting dalam memberi 

perlindungan kepada perempuan khususnya korban kekerasan. Komnas Perempuan 

memperjuangkan prosedur dan memberi dukungan perlindungan perempuan dari kekerasan 

serta melakukan edukasi kepada perguruan tinggi guna menyadarkan masalah kekerasan 

terhadap perempuan (Lulu et al., 2024).  

Dalam treatment recommendation media online Detik.com terdapat upaya pendampingan 

korban kekerasan seksual di kampus yang dianggap sebagai langkah dalam proses pemulihan 

korban. Tujuan pendampingan korban dilakukan untuk memberikan perlindungan dan 

mengamankan korban dari ancaman fisik dan psikologis korban serta embantu memulihkan 

rasa percaya diri korban. Perlindungan dari berbagai macam bentuk kekerasan seksual  

merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) seperti hak atas kesejahteraan individu, hak 

kekebasan dan keamanan pribadi, serta perlindungan diri atas kehormatan dan martabat 

seseorang (Separen, 2023). Penanganan yang kompleks seperti pendampingan terhadap korban 

mendorong kasus ke ranah hukum serta memastikan bahwa hak-hak korban terpenuhi selama 

proses hukum yang berjalan. Dalam penelitian lain yang membahas perlindungan HAM 

terhadap korban pelecehan seksual di kampus menyebutkan bahwa terdapat beberapa hak-hak 

korban kejahatan seksual seperti menerima dukungan fisik, dukungan untuk penyelesaian 

masalah seperti pelaporan, dukungan mekanisme tindak lanjut, dukungan pemulihan, serta 

perlindungan dari ancaman pelaku atau keluarga pelaku (Andjani, 2021). Sinergitas beberapa 

pihak dan lembaga terkait diperlukan dalam pendampingan kasus kekerasan seksual di kampus. 

Kerjasama oleh beberapa pihak sangat diperlukan demi menemukan keadilan yang seimbang. 
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Pendampingan korban yang dilakukan oleh beberapa pihak yang berkomitmen demi 

kesejahteraan serta keadilan bagi korban. 

Pada unsur treatment recommendation media online Detik.com, pihak kepolisian juga ikut 

andil dalam menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Pihak kepolisian 

sebagai garda terdepan penegakan hukum di Indonesia memiliki peran utama dalam menangani 

segala bentuk hukum, dengan ketentuan tentang kepolisian termasuk penyelidikan, penyidikan, 

dan proses hukum kepada pelaku. Dalam kasus kekerasan seksual, kepolisian menunjukkan 

integritas dan memastikan bahwa proses hukum berlaku secara transparan yang sesuai dengan 

peraturan hukum yang berlaku. Seperti pada salah satu sampel penelitian kasus mantan dosen 

yang melecehkan dua orang mahasiswi, pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan 

atas laporan yang masuk dari pihak korban. Kepolisian setempat menangkap pelaku dan 

menjerat pelaku dan menetapkan pelaku sebagai tersangka. Pihak kepolisian juga memberikan 

informasi tentang hak-hak korban seperti hak untuk mendapatkan bantuan hukum serta 

pendampingan selama proses penyelidikan hingga persidangan. Kepolisian dan hakim 

berkolaborasi dalam jalannya kasus kekerasan seksual  dalam proses hukum. Kepolisian yang 

telah melakukan penyelidikan dan pendalaman kasus, menyerahkan berkas perkara ke pihak 

kejaksaan untuk kasus dinaikkan ke meja pengadilan. Disinilah peran hakim terlibat dalam 

proses peradilan kasus kekerasan seksual untuk mendengarkan bukti dan kesaksian dari 

berbagai pihak seperti pelaki, korban, saksi, serta ahli yang relevan (ahli psikologi dan medis). 

Hakim sebagai pemimpin proses persidangan akan memastikan bahwa hukum yang berjalan 

secara adil (Yustina Uis Loim et al., 2023). Hingga putusan hakim dijatuhkan, kepolisian 

bertugas melaksanakan putusan hakim seperti melakukan eksekusi hukuman terhadap pelaku 

jika divonis bersalah. Seperti pada sampel penelitian yang menunjukkan peran hakim yang 

menjatuhi vonis kepada terdakwa kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh mahasiswa. 

Hakim menyatakan terdakwa secara sah bersalah atas tindak pidana kekerasan seksual dan 

dijatuhi hukuman penjara 9 bulan. Putusan hakim  yang memberatkan terdakwa karena 

kekerasan seksual yang dilakukan menimbulkan keresahan bagi warga akademik. 

3.2. Pembahasan 

3.2.1 Sanksi Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dalam Pemberitaan Detik.com 

Detik.com secara konsisten mempublikasikan perkembangan berita kekerasan berbasis gender 

di lingkungan kampus. Detik.com memberikan informasi secara transparan mengenai sanksi 

yang dijatuhkan kepada pelaku. Dalam konstruksi berita oleh Detik.com mengenai kekerasan 

seksual di lingkungan kampus, sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku terlihat pada unsur make 

moral judgement. Sanksi kasus kekerasan seksual di kampus diposisikan sebagai wujud 
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tanggung jawab moral institusi dalam menjaga integritas akademik. Melalui elemen make 

moral judgement (Entman, 1993) menegaskan bahwa tindakan tegas dari kampus berupa 

pemberhentian, pemecatan, atau pengunduran diri adalah bentuk sikap etis dalam menghadapi 

pelanggaran berat seperti kekerasan seksual. Sanksi kasus kekerasan seksual di lingkungan 

kampus dapat berupa sanksi administratif dan sanksi pidana yang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan dan kebijakan universitas. Seperti pada sampel penelitian yaitu kasus 

oknum pejabat kampus yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual dikenai skorsing oleh 

pihak kampus dengan tujuan memperbaiki kesalahan dan mengintrospeksi diri. Selain itu, 

Detik.com membingkai pihak universitas dalam melakukan pencegahan dan penanganan 

kekerasan seksual di kampus seperti sanksi yang ditujukan kepada pelaku tindak kekerasan 

seksual berupa teguran dan pencabutan beasiswa. Sanksi ini ditujukan kepada mahasiswa yang 

terlibat sebagai pelaku tindak kekerasan seksual di kampus sebagai peringatan kepada pelaku 

dan pengurangan hak sebagai mahasiswa.  

Selain sanksi administratif, Detik.com juga berfokus pada sanksi moral sebagai tahap make 

moral judgement. Sanksi moral yang dijatuhkan mengindikasikan adanya oposisi dengan 

prinsip pemenuhan hak korban dalam perlindungan korban kekerasan seksual (Nyoman et al., 

2021). Seperti pada sampel penelitian yaitu kasus oknum rektor yang melakukan pelecehan 

seksual memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai rektor. Pengunduran 

diri dilakukan oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual dianggap sebagai respons terhadap 

tindakan yang telah merugikan berbagai pihak seperti korban, masyarakat umum, dan 

lingkungan sekitar. Detik.com membingkai bahwa sanksi bukan hanya sebatas hukuman 

administratif atau personal, melainkan sebagai wujud sikap moral institusi untuk melindungi 

ekosistem kampus dari bahaya kekerasan berbasis gender. Penekanan ini memperlihatkan 

bagaimana media mendorong standar etika dalam pengelolaan kasus kekerasan seksual di 

lingkungan perguruan tinggi. Dalam penelitian lain yang berfokus pada pertanggungjawaban 

pidana bagi pelaku TPKS di perguruan tinggi, sanksi berperan dalam hal represif atau upaya 

setelah terjadi suatu penyimpangan yang akan memberikan efek jera terhadap orang yang akan 

dijatuhi sanksi atau pelaku (Sinyo et al., 2023). 

Sanksi yang disajikan Detik.com termasuk dalam unsur make moral judgement karena merujuk 

pada nilai-nilai budaya, etika, dan norma sosial yang diterima oleh pelaku TPKS. Detik.com 

secara terbuka mengevaluasi tindakan dan konsekuensi dari permasalahan kekerasan berbasis 

gender di kampus. Detik.com dalam pemberitaan kekerasan berbasis gender di kampus 

melakukan penekanan berupa sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku. Hal ini menunjukkan 

bahwa pelaku adalah pihak tercela dan harus diberi hukuman yang setimpal.  
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3.2.2 Perlindungan Korban  Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi  

Detik.com dalam pemberitaannya menonjolkan pentingnya perlindungan bagi korban 

kekerasan berbasis gender sebagai bagian dari upaya rehabilitasi dan pencegahan kekerasan 

lanjutan. Dalam konteks make moral judgement (Entman, 1993), media menyajikan peran 

lembaga, pendampingan, dan institusi kampus dalam memberikan jaminan rasa aman serta 

ruang yang mendukung bagi korban untuk pulih. Detik.com melakukan perlindungan terhadap 

korban dengan menyediakan informasi mengenai UU TPKS 12/2022 seperti jaminan 

perlindungan hukum, hak atas informasi dan layanan hukum, pendampingan psikologis, serta 

layanan kesehatan. Perlindungan psikologi dan medis yang dimaksud seperti layanan konseling 

dan psikoterapi serta pendampingan kesehatan kepada korban selama proses hukum 

berlangsung. UU TPKS mengatur institusi pendidikan dalam pembentukan mekanisme 

pelaporan kekerasan seksual seperti pembentukan Satgas PPKS yang diharapkan menjadi 

fasilitas pelaporan yang aman dan terpercaya bagi korban kekerasan berbasis gender di 

lingkungan kampus (Julia Anggraeni, 2023). Peran Satgas PPKS dalam menangani kasus 

kekerasan seksual di seluruh perguruan tinggi dalam penelitian ini muncul sebagai tahapan 

treatment recommendation karena kemunculan Satgas PPKS dianggap mampu menciptakan 

ekosistem perkuliahan yang kondusif. Informasi mengenai UU TPKS yang disajikan 

Detik.com dapat mendorong korban kekerasan seksual untuk melaporkan kasus dan sebagai 

perlindungan terhadap korban. 

Selain itu, Detik.com juga mendorong pemahaman bahwa korban tidak seharusnya disalahkan 

atau dibebani stigma. Hal ini sejalan dengan elemen treatment recommendation, dimana media 

menunjukkan bahwa posisi korban harus dihormati dan dilindungi, serta lingkungan kampus 

wajib membangun sistem yang berpihak kepada korban. Detik.com juga memasang badan bagi 

korban kekerasan seksual di lingkungan kampus seperti akses keadilan atau proses peradilan 

yang adil, bantuan hukum dan pendampingan gratis khususnya bagi masyarakat yang kurang 

mampu dari segi ekonomi serta kelompok rentan, serta jaminan privasi identitas korban. 

Terlihat pada pemberitaan yang disajikan oleh Detik.com, Detik.com melindungi privasi 

korban seperti perlindungan sosial, perlindungan ini sangat sensitif dan penting bagi korban 

kekerasan seksual karena pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial sehingga diperlukan 

reintegrasi ke lingkungan sosial tanpa diskriminasi serta perlindungan sosial diharapkan dapat 

mengurangi stigma negatif terhadap korban. Segala bentuk perlindungan terhadap korban 

kekerasan seksual dilakukan demi mengedepankan harkat dan martabat seorang manusia 

(Made, 2021). Detik.com melibatkan unsur make moral judgement ke dalam unsur treatment 

recommendation sebagai bukti nyata bagaimana moralitas dijalankan.  
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Dalam penelitian ini, Detik.com berusaha menjaga privasi korban dengan tidak menyebut 

identitas korban. Terlihat pada unsur define problem, Detik.com berfokus pada penjelasan 

masalah dengan rinci dan tidak menyinggung identitas korban. Pada tahapan define problem,  

Detik.com telah berupaya melindungi korban kekerasan seksual melalui pemberitaan yang 

akuntabel sesuai dengan kode etik jurnalistik. Sedangkan dalam penelitian lain yang mengkaji 

kekerasan seksual pada media online Liputan6.com, menekankan persoalan identitas yang 

melekat pada korban. Penonjolan Liputan6.com dalam mengekspos korban dari sisi identitas 

korban membuat media terkesan menyudutkan korban dan memperburuk konflik (Indainanto, 

2020). Hal ini tidak sejalan dengan prinsip media yaitu peace journalism, atau jurnalisme 

damai dimana media seharusnya dapat membantu meredam konflik (Santosa, 2017). Oleh 

karena itu diperlukan adanya kerjasama antara media, perguruan tinggi dan lembaga 

perlindungan korban demi memenuhi Hak Asasi Manusia bagi korban. 

 

4. PENUTUP 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Detik.com membingkai kasus-kasus kekerasan berbasis 

gender di lingkungan kampus dengan menekankan sanksi dan payung hukum yang menjadikan 

kasus tersebut sebagai kasus yang serius. Hal ini terlihat dari analisis teks berita pada 

Detik.com melalui unsur define problem, diagnose causes, make moral judgement, dan 

treatment recommendation. Detik.com menunjukkan kekuatan bahwa penilaian moral 

kekerasan berbasis gender di kampus adalah tindak kejahatan, maka solusi yang ditawarkan 

adalah penindakan hukum dan perlindungan korban. 

Detik.com juga berusaha untuk berada dalam sisi korban dengan melindungi privasi dan 

identitas korban. Namun Detik.com tidak menyediakan informasi layanan perlindungan korban 

yang mendorong korban untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialami. 

Penelitian ini terbatas pada analisis teks berita Detik.com tentang kasus kekerasan berbasis 

gender di lingkungan kampus periode tahun 2023 sampai 2025. Penelitian selanjutnya dapat 

menganalisis dari perspektif yang berbeda misalnya dari sisi jurnalis sebagai salah satu 

komunikator dalam media. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji 

fenomena terdekat tentang kekerasan berbasis gender di kampus dengan metode analisis 

wacana. 
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